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Abstract

Indonesia is a country that adopts the concept of a welfare state. The welfare
state refers to the role of the government which is responsible for managing
and organizing the people's economy. The state is expected to be able to
carry out its responsibility to ensure the availability of basic rights welfare
services for its citizens. The provision of subsidies is a government program
to ensure the welfare of the people. The research objective is to examine the
position of the subsidy program from the perspective of the welfare state and
the elimination of fuel subsidies by the government as a welfare state. This
research is normative legal research, which deals with the policy of eliminat-
ing fuel subsidies from the perspective of the welfare state. The approach
used is statutory and conceptual. In a legal concept, the position of the sub-
sidy policy is to help improve people's welfare. The removal of fuel subsidies
is a government action that is following the concept of the welfare state be-
cause the use of BBM is not included in the basic needs of the community
which must be subsidized or intervened by the government.

Abstraks

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan.
Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggung-
jawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian masyarakat.
Negara diharapkan mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk men-
jamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan hak-hak dasar bagi warganya.
Pemberian subsidi merupakan program pemerintah untuk menjamin kese-
jahteraan rakyat. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji kedudukan pro-
gram subsidi dalam perspektif negara kesejahteraan, dan penghapusan sub-
sidi BBM oleh pemerintah sebagai negara kesejahteraan. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif, yang berhubungan dengan ke-
bijakan penghapusan subsidi BBM dalam perspektif negara kesejahteraan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan
konseptual. Secara konsep hukum, kedudukan kebijakan subsidi untuk
membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penghapusan subsidi BBM
merupakan tindakan pemerintah yang telah sesuai dengan konsep negara
kesejahteraan karena penggunaan BBM tidak termasuk dalam kebutuhan
dasar masyarakat yang harus disubsidi atau diintervensi oleh pemerintah.
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1. Pendahuluan

Negara modern adalah personifikasi
dari tata hukum, yang artinya negara dalam
penyelenggaraan setiap aktifitasnya harus
berdasarkan hukum (Soemardi, 2010; Alfitri,
2012; Marilang, 2012; Yunus, 2015; Elviandri
et al., 2019; Fuad, 2020). Negara dalam kon-
sep ini lazim disebut sebagai negara hukum.
Ditinjau dari madzab sejarah hukum, pemi-
kiran mengenai negara hukum, dikenal 2
(dua) kelompok negara hukum, yakni negara
hukum formal dan negara hukum materiil.
Negara hukum materiil ini dikenal juga
dengan istilah welfare state atau negara kese-
jahteraan (Marilang, 2012; Elviandri et al.,
2019; Fuad, 2020).

Isu mengenai jaminan kesejahteraan
rakyat oleh negara merupakan kunci pokok
dari konsep negara kesejahteraan. Menurut,
Jurgen Habermas dalam Kertonegoro (1987)
berpendapat bahwa: “Jaminan kesejahteraan
seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi
negara modern”. Berdasarkan hakekatnya,
negara kesejahteraan dapat digambarkan
keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat
manusia yang mengharapkan terjaminnya
rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan
agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. A-
lasan tersebut dapat digambarkan sebagai
motor penggerak sekaligus tujuan bagi ma-
nusia untuk senantiasa mengupayakan ber-
bagai cara demi mencapai kesejahteraan da-
lam kehidupannya. Ketika keinginan terse-
but telah dijamin dalam konstitusi suatu
negara, maka negara wajib mewujudkan
keinginan tersebut. Dalam konteks ini, nega-
ra tersebut dapat dikatakan berada dalam
tahapan sebagai negara kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) juga menganut paham Negara Kese-
jahteraan (Suharto, 2006; Zain et al., 2014;
Ridlwan, 2014; dan Fuadi, 2015). Hal ini telah
ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan
dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik

Indonesia bahwa negara demokratis yang
akan didirikan adalah “Negara Kesejahter-
aan” (walvaarstaat) bukan “Negara Penjaga
Malam” (nachtwachterstaat). Pilihan terkait
konsep negara kesejahteraan Indonesia ini,
Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara
Pengurus” (Yamin, 1959). Penjelasan menge-
nai “Negara Pengurus”, Riyanto (2010) men-
jelaskan: Hatta menginginkan para elit poli-
tik atau elit publik sesungguhnya hanyalah
pengurus dari suatu tanggung jawab besar
dan mulia untuk menggalang kesejahteraan
bagi rakyat. Disebut “Pengurus” bukan
“Penguasa atau Pemilik” karena tatanan
hidup bersama yang dimaksud oleh Aristo-
teles untuk menggapai the good life ini adalah
milik masyarakat (Riyanto, 2010). Prinsip
Welfare State dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI Tahun 1945) dapat ditemukan
rinciannya dalam beberapa pasal, terutama
yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

Suatu negara bisa digolongkan sebagai
negara kesejahteraan apabila terdapat 4 (em-
pat) pilar utama, yaitu: 1) social citizenship; 2)
full democracy; 3) modern industrian relation
systems; serta 4) rights to education and the ex-
pansion of modern mass education systems
(Triwibowo dan Bahagijo, 2006; Suhardin,
2012; Sukmana, 2017; dan Kamilah, 2020).

Keempat pilar tersebut harus diu-
payakan terdapat dalam negara kesejahter-
aan karena negara wajib melakukan penera-
pan kebijakan sosial dengan pemberian hak-
hak sosial (the granting of social rights) kepada
warganya yang berdasarkan hak-hak sebagai
warga negara dan bukan atas dasar kinerja
atau kelas sosial (Fuadi, 2015).

Negara kesejahteraan mengacu pada
peran pemerintah yang bertanggungjawab
dalam mengelola dan mengorganisasikan pe-
rekonomian. Dengan demikian, negara di-
harapkan mampu menjalankan tanggungja-
wabnya untuk menjamin ketersediaan pela-
yanan kesejahteraan hak-hak dasar bagi war-
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ganya. Semua perlindungan sosial yang di-
bangun dan didukung negara tersebut se-
benarnya dibiayai oleh masyarakatnya me-
lalui produktifitas ekonomi yang semakin
makmur dan merata, sistem perpajakan dan
asuransi, serta investasi sumber daya manu-
sia (human investment) yang terencana dan
melembaga.

Konsep negara hukum kesejahteraan
bermakna negara mempunyai kewajiban dan
menjamin terciptanya kesejahteraan bersama
dalam kehidupan masyarakat, baik yang
menyangkut kepentingan ekonomi, sosial,
budaya, hukum, pendidikan, maupun dalam
kepentingan politik (Kiswanto, 2005 dan
Marilang, 2012). Konsep negara hukum kese-
jahteraan atau welfare state pada dasarnya
muncul sebagai antitesa terhadap tipe negara
hukum sebelumnya, yaitu konsep negara
“penjaga malam” atau “nachwachstaat”. Da-
lam perkembangan negara sebagai penjaga
malam, muncul gejala kapitalisme di ranah
perekonomian yang secara perlahan-lahan
menyebabkan terjadinya kepincangan dalam
pengalokasian sumber-sumber kesejahteraan
bersama (Kurniawan dan Lutfi, 2011).

Menurut Spicker dalam Suharto
(2006) menyebutkan bahwa negara kese-
jahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan
sosial yang dapat memberi peran lebih besar
kepada negara atau pemerintah (untuk men-
galokasikan sebagian dana publik demi men-
jamin terpenuhi kebutuhan dasar warganya).
Negara hukum kesejahteraan merupakan
bentuk perlindungan negara terhadap ma-
syarakat terutama kelompok lemah seperti
orang miskin, cacat, pengangguran dan se-
bagainya.

Pemberian subsidi merupakan salah sa-
tu program pemerintah (negara) untuk men-
jamin kesejahteraan rakyat (Abidin, 2013;
Misdawita & Sari, 2013; Kusumastuti, 2015;
Boughanmi & Khan, 2019; Sudiarto et al.,
2020; dan Shehabi, 2020). Pemberian subsidi
Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan pro-

gram Pemerintah yang ditujukan untuk
membantu masyarakat dengan kemampuan
ekonomi rendah dalam menjalankan usaha
dan aktivitas hidup sehari-hari. Pada
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Tahun Anggaran 2011-2015 masih di-
temukan adanya penyaluran BBM bersubsidi
yang tidak sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan, yaitu penyalu-
ran kepada pihak-pihak yang tidak berhak
menerima subsidi dan melebihi kuota sub-
sidi. Atas nilai temuan pemeriksaan tersebut,
BPK melakukan koreksi nilai subsidi BBM
dengan mengeluarkannya dari penagihan
Badan Usaha penyalur BBM ke Pemerintah,
sehingga menghemat pengeluaran/belanja
Pemerintah untuk pembayaran subsidi BBM.
Dengan adanya penghematan belanja Peme-
rintah, maka dana tersebut dapat dialihkan
ke sektor pembangunan, perekonomian, pen-
didikan, dan kesehatan rakyat.

Pada tanggal 18 November 2014, Presi-
den Joko Widodo mengumumkan kenaikan
harga BBM di awal kepemimpinannya. Pre-
mium naik dari Rp 6.500,00 menjadi Rp
8.500,00 per liter, sedangkan solar dari Rp
5.500,00 menjadi Rp 7.500,00 per liter.
Menurut Pemerintah, penurunan subsidi
BBM dapat memberikan ruang fiskal hingga
Rp 100 triliun (Tempo 2014a). Untuk me-
ngantisipasi perubahan tersebut, Presiden
memperkenalkan suatu skema bantuan sosial
baru sebagai kompensasi terhadap dampak
harga energi yang meningkat, yaitu Program
Keluarga Produktif yang mencakup bantuan
keuangan, pendidikan, dan kesehatan, yang
dilaksanakan melalui sejumlah kartu pintar
Tempo, 2014b).

Presiden Joko Widodo secara resmi
menghapus subsidi BBM jenis premium, dan
menetapkan subsidi tetap untuk solar sebe-
sar Rp 1.000,00 pada tanggal 1 Januari 2015.
Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Men-
teri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Peru-
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bahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pemberian subsidi BBM kepada rakyat
seharusnya mendukung pencapaian tujuan
masyarakat adil sejahtera. Sejak Tahun Ang-
garan 1977/1978, negara senantiasa menga-
lokasikan anggaran subsidi. Namun seiring
peningkatan kebutuhan masyarakat, subsidi
BBM perlu ditinjau lagi dalam hubungannya
dengan upaya pemerataan dan keadilan
kesejahteraan (Abidin, 2013; Sukadana &
Setyari, 2020; dan Sugiharto, 2020).

Tujuan penelitia ini adalah untuk me-
ngkaji: 1) kedudukan program subsidi pe-
merintah dalam perspektif negara kese-
jahteraan dan 2) penghapusan subsidi Bahan
Bakar Minyak oleh pemerintah sebagai nega-
ra kesejahteraan.

2. Metode

Berdasarkan tujuan penelitian yang
menjadi fokus penelitian ini, maka penelitian
yang dilakukan ini dapat dimasukkan se-
bagai jenis penelitian hukum normatif, yang
berhubungan dengan kebijakan penghapu-
san subsidi BBM oleh pemerintah dalam per-
spektif negara kesejahteraan. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan perun-
dang-undangan dan pendekatan konseptual
yakni, pendekatan permasalahan yang dili-
hat dari aspek hukum kemudian digunakan
untuk menggali informasi, bahan hukum
untuk menjawab kedua rumusan masalah di
atas.

Penelitian hukum dalam level dogmat-
ik hukum atau penelitian untuk keperluan
praktik hukum tidak dapat melepaskan diri
dari pendekatan perundang-undangan (Mar-
zuki, 2016). Pendekatan konseptual dilaku-
kan manakala peneliti tidak beranjak dari
aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan
manakala memang belum atau tidak ada
aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Oleh karena itu peneliti harus membangun
suatu konsep untuk dijadikan acuan di da-
lam penelitiannya (Marzuki, 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Program Subsidi Pemerintah
Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan adalah konsep
pemerintahan ketika negara mengambil
peran penting dalam perlindungan dan pen-
gutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial
warga negaranya. Konsep ini didasarkan pa-
da prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi
kekayaan yang setara, dan tanggung jawab
masyarakat kepada orang-orang yang tidak
mampu memenuhi persyaratan minimal un-
tuk menjalani kehidupan yang layak. Negara
kesejahteraan (welfare state), dinilai sebagai
bagian paling inti dari social democracy karena
menjamin bahwa hak-hak dasar warga nega-
ra bukan hanya secara formal melainkan
secara aktif dapat direalisasikan (Palguna,
2019).

Secara garis besar, negara kesejahter-
aan menunjuk pada sebuah model ideal
pembangunan yang difokuskan pada pen-
ingkatan kesejahteraan melalui pemberian
peran yang lebih penting kepada negara da-
lam memberikan pelayanan sosial secara
universal dan komprehensif kepada wargan-
ya. Spicker dalam Suharto (2006), misalnya,
menyatakan bahwa negara kesejahteraan
“...stands for a developed ideal in which welfare
is provided comprehensively by the state to the
best possible standards.” Negara kesejahteraan
difokuskan pada penyelenggaraan sistem
perlindungan sosial yang melembaga bagi
setiap orang sebagai cerminan dari adanya
hak kewarganegaraan (right of citizenship) di
satu pihak, dan kewajiban negara (state obli-
gation) di pihak lain. Negara kesejahteraan
ditujukan untuk menyediakan pelayanan-
pelayanan sosial bagi seluruh penduduk-
orang tua dan anak-anak, pria dan wanita,
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kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mung-
kin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan
sistem sumber dan menyelenggarakan jarin-
gan pelayanan yang dapat memelihara dan
meningkatkan kesejahteraan (well-being) war-
ga negara secara adil dan berkelanjutan (Su-
harto, 2006).

Negara Kesatuan Republik Indonesia
menganut paham Negara Kesejahteraan. Hal
ini ditegaskan oleh para Perintis Ke-
merdekaan dan para Pendiri Negara Kesatu-
an Republik Indonesia bahwa negara demo-
kratis yang akan didirikan adalah “Negara
Kesejahteraan” (walvaarstaat) bukan “Negara
Penjaga Malam” (nachtwachterstaat). Dalam
pilihan terkait konsep negara kesejahteraan
Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan is-
tilah “Negara Pengurus” (Yamin, 1959). Prin-
sip Welfare State dalam UUD NRI 1945 dapat
ditemukan rinciannya dalam Pembukaan
UUD NRI 1945 dan beberapa pasal dalam
Batang Tubuh UUD NRI 1945 Amandemen
khususnya yang berkaitan dengan aspek so-
sial ekonomi antara lain:

Aline II: “...mengantarkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan Nega-
ra Indonesia yang merdeka, bersatu, berdau-
lat, adil dan makmur.”

Alinea IV: “... Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang ber-
dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, ... serta dengan mewu-
judkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.”

Pasal 27: “... (2) Tiap-tiap warga negara ber-
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.”

Pasal 28C: “(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28D: “(2) Setiap orang berhak untuk
bekerja serta mendapat imbalan dan perla-
kuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja...”.

Pasal 28H: “(1) Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pe-
layanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan. (3) Setiap orang berhak atas ja-
minan sosial yang memungkinkan pengem-
bangan dirinya secara utuh sebagai manusia
yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sew-
enang-wenang oleh siapa pun...”

Pasal 31: “(1) Setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan. (2) Setiap warga ne-
gara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya. (3) Peme-
rintah mengusahakan dan menyelenggara-
kan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan ser-
ta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan un-
dang-undang. (4) Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
dua puluh persen dari anggaran pendapatan
dan belanja negara serta dari anggaran pen-
dapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan na-
sional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bang-
sa untuk kemajuan peradaban serta kese-
jahteraan umat manusia.”
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Pasal 33: “(1) Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluar-
gaan. (2) Cabang-cabang produksi yang pent-
ing bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang ter-
kandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian na-
sional diselenggarakan berdasar atas demo-
krasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwa-
wasan lingkungan, kemandirian, serta de-
ngan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional. ...”

Pasal 34: “(1) Fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara oleh negara. (2)
Negara mengembangkan sistem jaminan so-
sial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3)
Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.”

Secara historis, pada saat perumusan
UUD NRI 1945 Yamin dalam Ridwan (2011)
mengatakan: “... bahwa negara yang akan
dibentuk itu hanya semata-mata untuk se-
luruh rakyat, untuk kepentingan seluruh
bangsa yang akan berdiri kuat di dalam
negara yang menjadi kepunyaannya”. Lebih
lanjut dikatakan: “Kesejahteraan rakyat yang
menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia
Merdeka ialah pada ringkasnya keadilan
masyarakat atau keadilan sosial. Menurut
Atamimi (2007) bahwa Negara Indonesia me-
mang sejak didirikan bertekad menetapkan
dirinya sebagai negara yang berdasar atas
hukum (rechtsstaat). Bahkan rechtstaat Indo-
nesia adalah rechtsstaat yang memajukan ke-
sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Rechtsstaat itu ada-
lah rechtsstaat materiil, yang sosial, yang oleh
Moch. Hattta disebut sebagai Negara Pengu-

rus, suatu terjemahan Verzorgingstaat (Rid-
wan, 2011).

Prinsip utama negara kesejahteraan
relatif sederhana. Pertama, mengenalkan se-
tiap anggota masyarakat tentang hak sebagai
manusia untuk mencapai standar kehidupan
minimum. Kedua, membuat kebijakan stabili-
tas ekonomi dan kemajuannya, mengha-
puskan siklus kekerasan dari kenaikan harga
yang tiba-tiba melalui kebijakan publik keti-
ka perusahaan swasta tidak mampu mence-
gah dirinya sendiri dari ancaman ketid-
akstabilan atau kemunduran ekonomi. Keti-
ga, membuat kesempatan kerja sebagai prior-
itas utama kebijakan public (Amin, 2011).

Berbicara mengenai hak-hak dasar
warga negara, Roosevelt mengatakan bahwa
hak asasi sosial ekonomi dalam “State of Un-
ion” 1941 antara lain: a) The right to earn
enough to provide adequate food and clothing and
recreation (hak atas pendapatan yang cukup
untuk secara layak membeli pangan dan
sandang serta untuk berekreasi); b) The right
to adequate medical care (hak untuk mendapat
pelayanan kesehatan yang layak); c) The right
to decent home (hak atas rumah yang layak);
d) The right to good education (hak atas pen-
didikan yang baik); e) The right to adequate
protection from economic fears of old age, sick-
ness, accident and unemployment (hak menda-
patkan perlindungan yang cukup mengha-
dapi persoalan ekonomi bagi manusia lanjut
usia, kecelakaan dan ketika menganggur
(Manan & Harijanti, 2016)

Roosevelt menyatakan bahwa setiap
orang memiliki hak tidak hanya hidup, tapi
juga untuk membuat kehi-dupan lebih nya-
man. Roosevelt yakin bahwa pemerintah ha-
rus mengatur aktivitas eko-nomi hanya se-
bagai jalan terakhir, dan me-lakukannya
hanya ketika inisiatif perusahaan gagal.
Fungsi utama pemerintah bukan me-lakukan
sesuatu yang telah dilakukan oleh individu,
tapi untuk memelihara keseimbangan (Amin,
2011).
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A.C. Pigou dalam Amin (2011) men-
dukung konsep itu. Dalam Some Aspects of the
Welfare State, Pigou memperhatikan keu-
tamaan kesejahteraan ekonomi, dengan
mendefinisikan kepuasan dan ketidakpuasan
yang diperoleh dari keadaan ekonomi. Pigou
mengingatkan bahwa negara kesejahteraan
memerlukan demokrasi dan bukan sebuah
monopoli atau identik dengan lemahnya
negara demokrasi. Negara kesejahteraan ada-
lah bentuk yang pantas dipertimbangkan
untuk menolong kelas-kelas masyarakat
miskin begitu juga untuk kebutuhan kolektif
dalam kaitan dengan kekuatan bersenjata,
polisi, pengadilan, birokrasi, dan bangunan
publik yang harus disediakan atau setid-
aknya dibayar oleh negara. Kepuasan peme-
nuhan kebutuhan individu seharusnya ber-
kisar tentang kebaikan dan keinginan untuk
mendapatkannya yang sering sekali didapat
karena penipuan, pernyataan yang keliru
dari iklan misalnya. Fungsi penguasa negara
dalam negara kesejahteraan juga harus me-
nyediakan sekolah untuk anak-anak dengan
makan siang dan susu gratis atau menjual
sesuatu barang konsumsi di bawah harga
pasar. Tindakan monopoli hanya dilakukan
untuk kepentingan nasional terutama dalam
rangka menciptakan perdamaian, mengatur
kekuatan produksi dan lain sebagainya
(Amin, 2011).

Menurut Assar Lindbeck (2018), me-
nyatakan bahwa negara kesejahteraan dalam
definisinya yang sempit mencakup 2 (dua) ti-
pe pengaturan pengeluaran pemerintah, yai-
tu: a) bantuan kontan sementara bagi rumah
tanggga yang membutuhkan (transfer, ter-
masuk asuransi pendapatan wajib); b) sub-
sidi-subsidi atau pemberian bantuan peme-
rintah langsung layanan kemanusiaan (seper-
ti perawatan anak, prasekolah, pendidikan,
kesehatan, usia lanjut). Sedangkan dalam
definisi yang lebih luas, negara kesejahte-
raan dapat pula mencakup pengaturan

harga, kebijakan perumahan, pengaturan
lingkungan kerja, peraturan perundang-
undangan di bidang jaminan kerja serta
kebijakan-kebijakan yang berkait dengan
lingkungan (Palguna, 2019).

Secara umum mengenai sistem jaminan
sosial, menurut Bank Dunia dan Internation-
al Labour Organization (ILO), sistem jaminan
sosial haruslah meliputi 3 (tiga) lapis (tier)
jaminan sosial, yaitu: a) bantuan sosial (social
assistance) yang berfungsi sebagai jaringan
pengaman (safety net), untuk semua warga
negara. Bantuan sosial murni berasal dari
pendapatan negara atau penerimaan pajak,
diatur oleh negara utamanya berbentuk ske-
ma bantuan penghasilan terutama untuk la-
pis masyarakat yang paling membutuhkan;
b) asuransi sosial (social insurance) yang be-
rasal dari kontribusi dari warga, dan dapat
dikelola oleh swasta; c) jaminan sosial su-
karela (voluntary), biasanya dalam bentuk
tunjangan pensiun yang diadakan oleh war-
ga dengan insentif dari pemerintah (Raper,
2008).

Tindakan pemerintah untuk mencam-
puri dan mengatur kesejahteraan masyarakat
salah satunya adalah dengan mengintervensi
pasar dalam aspek ekonomi dan sosial. In-
tervensi pasar tersebut antara lain dengan
subsidi harga. Sasana (2019) menjelaskan
bahwa susbsidi merupakan salah satu bentuk
“intervensi” pemerintah terhadap pasar. Sub-
sidi dilakukan untuk menjaga stabilitas harga
suatu barang di pasar. Akibat dari kenaikan
suatu harga di pasar, maka produsen barang
akan mendapat surplus (surplus produsen).
Tetapi pemerintah dapat menekan harga ba-
rang tersebut di pasar dengan cara mem-
berikan subsidi harga kepada produsen. Se-
hingga harga tidak naik, tetapi surplus pro-
dusen tidak berkurang dan konsumen akan
diuntungkan dengan relatifnya stabil harga
barang tersebut. Dengan kebijakan subsidi
harga dari pemerintah, maka konsumen akan
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diuntungkan (surplus konsumen) (Sasana,
2019).

Gagasan pemberian subsidi juga dite-
gaskan pula dalam Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) Periode 1999-2004 pada BAB
IV Arah Kebijakan Huruf B Ekonomi Angka
3 yang menyatakan: “... 3. Mengoptimalkan
peranan pemerintah dalam mengoreksi keti-
daksempurnaan pasar dengan menghilang-
kan seluruh hambatan yang mengganggu
mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan
publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan
secara transparan dan diatur dengan un-
dang-undang”. Peranaan pemerintah ini me-
rupakan intervensi pemerintah atas pasar,
karena sistem ekonomi kerakyatan Indonesia
yang bertumpu pada mekanisme pasar se-
bagaimana dinyatakan dalam bab yang sama
Angka 1 dan 2 yang berbunyi sebagai beri-
kut: “1. Mengembangkan sistem ekonomi
kerakyatan yang bertumpu pada meka-nisme
pasar yang berkeadilan dengan prinsip per-
saingan sehat dan memperha-tikan pertum-
buhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepent-
ingan sosial, kualitas hidup, pembangunan
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
sehingga terjamin kesempatan yang sama
dalam berusaha dan bekerja, perlindungan
hak-hak konsumen, serta perlakuan yang
adil bagi seluruh masyarakat. 2. Mengem-
bangkan persaingan yang sehat dan adil ser-
ta menghindarkan terjadinya struktur pasar
monopolistik dan berbagai struktur pasar
yang distortif, yang merugikan masyarakat

Lebih lanjut dalam Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang 2005-2025 Negara
Republik Indonesia ditegaskan lagi mengenai
pemberian fasilitas subsidi yaitu pada BAB
VI. PEMBANGUNAN EKONOMI, ARAH
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG,
Angka 2 yang menyatakan: “Peranan pe-
merintah yang efektif dan optimal sebagai
fasilitator sekaligus katalisator pembangunan
diupayakan di dalam berbagai tingkat guna

menjaga berlangsungnya mekanisme pasar
melalui pengembangan institusi pasar sesuai
dinamika kebutuhan, pengembangan ker-
rangka regulasi yang non-diskriminatif, serta
perbaikan fasilitasi subsidi dan insentif yang
tepat sasaran baik dari segi jangka waktu
maupun kelompok penerima dengan me-
kanisme yang transparan untuk meningkat-
kan efektivitas pelayanan publik sekaligus
menjamin terciptanya iklim usaha yang ber-
dasar persaingan secara sehat pada setiap
segmen perekonomian”.

Subsidi merupakan salah satu meka-
nisme pemerintah dalam melaksanakan
fungsi distribusi sebagai upaya pemerataan
kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya
diusahakan agar pemberian subsidi lebih
terarah dan tepat sasaran untuk masyarakat
miskin, namun tetap memperhitungkan efi-
siensi dan kemampuan keuangan negara.

Penghapusan Subsidi BBM Oleh Pemer-
intah Indonesia Dalam Perspektif Negara
Kesejahteraan

Paham negara kesejahteraan (welfare
state) lahir pada akhir abad ke-19 sebagai
reaksi terhadap kelemahan paham liberal-
isme dan kapitalisme klasik dan sekaligus
reaksi terhadap ajaran negara penjaga malam
(nachtwachtersstaat) yang mengidealkan prin-
sip “pemerintah yang paling baik adalah
yang memerintah sesedikit mungkin” (the
best government is the least government). Istilah
“negara kesejahteraan” lazimnya merujuk
pada sejumlah aspek dari suatu rezim politik
yang bermaksud menyediakan keamanan
(security) dalam kaitannya dengan akibat-
akibat negatif dari modernitas, persamaan
(equality) dalam kaitannya dengan per-
wujudnyataan hak-hak sipil, politik dan so-
sial para individu dan keadilan (justice) da-
lam kaitannya dengan distribusi kesejahter-
aan, yang dihasilkan secara kolektif atau ber-
sama-sama (Palguna, 2019).

Menurut Ridwan (2011) kegagalan im-
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plementasi nachtwachtersstaat tersebut kemu-
dian muncul gagasan yang menempatkan
pemerintah sebagai pihak yang bertanggung
jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu
welfare state. Ciri utama negara ini adalah
munculnya kewajiban pemerintah untuk
mewujudkan kesejahteraan umum bagi war-
ganya. Dengan kata lain, ajaran welfare state
merupakan bentuk konkret dari peralihan
prinsip staatsonthouding, yang membatasi pe-
ran negara dan pemerintah untuk men-
campuri kehidupan ekonomi dan sosial ma-
syarakat, menjadi staatsbemoeienis yang
menghendaki negara dan pemerintah terlibat
aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial
masyarakat sebagai langkah mewujudkan
kesejehateraan umum, di samping menjaga
ketertiban dan keamanan (rust en orde) (Rid-
wan, 2011).

Dalam era globalisasi yang saat ini se-
dang berkembang pesat di suatu negara,
terutama dalam hal mensejahterakan masya-
rakat masih menjadi polemik bagi bangsa
dan negara. Hal ini berkaitan dengan fungsi
dan tugas utama pemerintah secara umum,
yaitu memberi pelayanan kepada masyara-
kat. Pemerintah memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat maka pemerintah
dapat mewujudkan tujuan negara yaitu men-
ciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayan-
an kepada masyarakat tersebut terintegrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Di Indonesia untuk melaku-
kan pelayanan publik dalam rangka mencip-
takan kesejahteraan rakyat salah satunya
adalah melalui pelaksanaan subsidi.

Subsidi merupakan alokasi anggaran
yang disalurkan melalui perusahaan/ lem-
baga yang memproduksi, menjual barang
dan jasa, yang memnuhi hajat hidup orang
banyak sedemikian rupa, sehingga harga
jualnya dapat dijangkau masyarakat. Salah
satu bentuk subsidi pemerintah adalah sub-
sidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3
kg dan LGV serta subsidi listrik). Subsidi en-

ergi adalah alokasi anggaran yang diberikan
kepada perusahaan atau lembaga yang
memproduksi dan/atau menjual bahan ba-
kar minyak (BBM), bahan bakar nabati
(BBN), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan
tenaga listrik sehingga harga jualnya ter-
jangkau oleh masyarakat yang membutuh-
kan (Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Re-
publik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Ten-
tang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2010). Subsidi pe-
merintah merupakan salah satu faktor pent-
ing dalam sebuah negara, sebagai bentuk
intervensi pemerintah agar pola konsumsi
energi masyarakat dan perusahaan bisa ter-
jaga Sasana, 2019).

Sasana (2019) menjelaskan subsidi BBM
telah ada sejak era Orde Baru hingga era
reformasi saat ini. Di era Orde Baru negara
mampu menanggung subsidi BBM karena
pemerintah memperoleh pendapatan yang
besar dari ekspor minyak. Saat itu, Indonesia
merupakan negara eksportir minyak yang
memiliki kualitas minyak terbaik dunia
dengan kategori light crude. Setiap kenaikan
harga minyak menjadi tambahan penghasi-
lan untuk negara, sedangkan saat ini Indone-
sia justru menjadi negara importir minyak
dan tidak lagi menjadi negara eksportir min-
yak sejak tahun 2003 (Sasana, 2019).

Pada masa Orde Baru, pemberlakuan
subsidi BBM secara konsisten mengakibatkan
pemerintah harus menyediakan anggaran
rutin untuk penjualan BBM di dalam negeri
seperti minyak tanah, bensin, avgas, avatur,
dan jenis BBM lainnya dengan harga murah.
Kebijakan subsidi BBM ini dengan sendirinya
berdampak pada peningkatan permintaan
BBM yang sekaligus meningkatkan penggu-
naan energi listrik di dalam negeri. Kon-
sistensi kebijakan subsidi BBM ini, baik
masyarakat maupun perusahaan dinina-
bobokan oleh pembelian harga BBM yang
murah di dalam negeri dengan mengabaikan
faktor kelangkaan sumber-sumber alamnya.
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Sekali lagi, hal ini justru mendorong pening-
katan konsumsi BBM dalam negeri. Hal ini
karena masyarakat sudah terlanjur disuapi
BBM domestik dengan harga murah. Pe-
merintah pun tampaknya semakin tidak real-
istis terhadap perkembangan harga BBM in-
ternasional yang cenderung meningkat.

Di tahun 2014, pemerintah Indonesia
telah menghapus subsidi BBM sebesar Rp
2.000 yang harga jualnya ditetapkan dari Rp
6.500 menjadi Rp 8.500 dan harga solar yang
ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.
Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa jaja-
rannya telah mendalami rencana kebijakan
untuk mengalihkan subsidi BBM dari kon-
sumtif menjadi produktif. Presiden bahkan
menerangkan kebijakan itu sudah dibahas di
rapat terbatas di Istana hingga tingkatan
teknis di kementerian. Presiden Jokowi me-
ngingatkan, negara membutuhkan anggaran
untuk membiayai infrastruktur, pendidikan,
dan kesehatan.

Jokowi pun menjelaskan bahwa ang-
garan tersebut tidak tersedia karena diham-
burkan untuk subsidi BBM. Atas terjadinya
penghapusan subsidi BBM tersebut, banyak
terjadinya pro dan kontra dari kalangan ma-
syarakat maupun para elit politik. Salah satu
alasan yang menolak atas penghapusan sub-
sidi BBM adalah kekhawatiran adanya lon-
jakan harga barang dan jasa serta akan terjadi
peningkatan angka kemiskinan (Hasan, 2018)

Sebagai bentuk kompensasi kepada
masyarakat miskin atas kenaikan harga BBM
di tahun 2005 akibat pengurangan subsidi
BBM, pemerintah memberikan BLT (Bantuan
Langsung Tunai untuk pertama kalinya
sesuai Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun
2005 tentang Bantuan Langsung Tunai Kepa-
da Rumah Tangga Miskin. Untuk kenaikan
BBM di tahun 2008 sesuai Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Program Bantuan Langsung Tunai Untuk
Rumah Tangga Sasaran, sedangkan kenaikan
BBM di tahun 2013, pemerintah memberikan

kompensasi dalam bentuk Bantuan Lang-
sung Sementara Masyarakat (BLSM) ber-
dasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuai-
an Subsidi Bahan Bakar Minyak (Sasana,
2019).

Subsidi energi adalah kebijakan fiskal
yang diterapkan untuk mendorong pertum-
buhan ekonomi. Namun menurut Asian De-
velopment Bank (ADB), subsidi berkontribusi
terhadap ketidakseimbangan fiskal di banyak
negara dan meningkatkan kerugian ope-
rasional untuk utilitas. Selain itu, subsidi ba-
han bakar fosil memiliki konsekuensi negatif
lain yang tidak diinginkan karena membatasi
pengeluaran publik untuk prioritas pem-
bangunan seperti pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur (Sasana, 219).

Penghapusan subsidi BBM oleh
Pemerintah secara bertahap merupakan pe-
laksanaan pembangunan sebagaimana dia-
manatkan oleh Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, yaitu:
“Mempercepat pemulihan ekonomi dan me-
mperkuat landasan pembangunan” yang
dituangkan dalam “Program Peningkatan
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara”
yaitu “Peningkatan Efektivitas Pengeluaran
Negara”. Strategi kebijakan untuk mening-
katkan efektivitasnya adalah dengan: “(1)
Menghapuskan subsidi secara bertahap. Ber-
bagai subsidi yang terutama disediakan un-
tuk mengurangi dampak krisis, secara ber-
tahap perlu dihapuskan, dimulai dengan
subsidi yang bersifat umum dan tidak lang-
sung ke kelompok sasaran seperti subsidi
Bahan Bakar Minyak (BBM). Dana yang di-
hemat dapat digunakan untuk pengeluaran
negara yang mempunyai manfaat langsung
pada masyarakat yang sangat membutuh-
kan, seperti pemberantasan kemiskinan...”.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2000 tentang Program Pembangu-
nan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004).
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Kebutuhan akan energi bahan bakar
minyak, terutama jenis premium, solar, per-
tamax dan sejenisnya bukan merupakan
kebutuhan dasar masyarakat. Jadi subsidi
energi (subsidi BBM) bukan merupakan sub-
sidi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar
masyarakat. Menurut Michael Rapper kebu-
tuhan dasar manusia yang utama adalah
makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan
Pendidikan (Raper, 2008).

Berdasarkan berbagai paparan data
yang dirilis oleh pemerintah maupun lem-
baga yang tidak terafiliasi dengan pemerin-
tah, ditemukan fakta bahwa pelaksanaan ke-
bijakan BBM yang dijalankan selama ini tid-
ak dinikmati oleh masyarakat miskin. Berba-
gai paparan data tersebut menunjukkan bah-
wa subsidi BBM lebih dinikmati oleh lapisan
masyarakat yang masuk dalam kategori
menengah ke atas. Data Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas (BPH Migas) pada 2013 me-
nunjukkan total anggaran subsidi BBM yang
disalurkan oleh pemerintah mencapai Rp 210
triliun. Dari jumlah subsidi yang disalurkan
tersebut sebagian besar, yakni 92% (persen)
digunakan untuk transportasi darat. Dari to-
tal subsidi yang disalurkan untuk trans-
portasi darat, sekitar 53% (persen) dinikmati
oleh pengguna kendaraan pribadi atau lebih
dari Rp 100 triliun subsidi BBM dinikmati
oleh orang kalangan menengah ke atas, seki-
tar 40% (persen) dikonsumsi oleh sepeda mo-
tor dan 3% (persen) untuk angkutan umum
yang digunakan oleh sebagian besar rakyat
menengah ke bawah.

Hal senada juga disampaikan oleh pe-
ngajar dan peneliti Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indo-
nesia (UI) Uka Wikarya. Uka Wikarya me-
ngatakan bahwa berdasarkan dasa sensus
2011, saat ini ada 60% dari total rumah ru-
mah tangga di Indonesia yang menjadi
pengguna BBM subsidi dan dari keseluruhan
rumah tangga yang menggunakan BBM sub-
sidi tersebut hanya 6,5- 6,7% yang tergolong

sebagai rumah tangga kelas bawah. Jadi si-
sanya atau sekitar 93%, merupakan rumah
tangga golongan atas. Hal ini berarti bahwa
implementasi kebijakan subsidi BBM yang
berjalan selama ini tidak tepat sasaran, tidak
dinikmati oleh masyarakat miskin (Biro Ana-
lisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Sub-
sidi BBM: Problematika Dan Alternatif Ke-
bijakan, 2015).

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Secara konsep hukum, kedudukan ke-
bijakan subsidi pemerintah untuk membantu
meningkatkan kesejahteraan rakyat merupa-
kan bagian dari tindakan pemerintah dalam
melaksanakan penyelenggaraan negara. Ke-
bijakan subsidi ini telah sesuai dengan tujuan
dari negara kesejahteraan yaitu pemerintah/
negera berkewajiban memberikan kesejah-
teraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
Subsidi pemerintah diutamakan yang meru-
pakan kebutuhan dasar manusia. Pemberian
subsidi juga telah sesuai dengan tujuan nega-
ra sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI
1945, APBN dan RPJP Nasional.

Mengenai penghapusan subsidi BBM
oleh pemerintah merupakan tindakan pe-
merintah yang telah sesuai dengan konsep
negara kesejahteraan karena penggunaan
BBM tidak termasuk dalam kebutuhan dasar
masyarakat yang harus disubsidi atau diin-
tervensi oleh pemerintah. Anggaran subsidi
BBM yang diberikan oleh pemerintah selama
ini telah dialihkan sebagai subsidi peme-
rintah dalam bidang lain yang merupakan
hak dasar sebagaimana diamanatkan dalam
UUD NRI 1945. Oleh karena itu, walaupun
dihapusnya subsidi BBM oleh Pemerintah,
negara Indonesia tetap disebut sebagai nega-
ra kesejahteraan karena subsidi BBM diali-
hkan dalam bentuk subsidi yang berkaitan
dengan kebutuhan dasar masyarakat terma-
suk pendidikan dan kesehatan.
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Saran

Ketepatan sasaran penerima subsidi
serta dampak dari subisidi harus menjadi
pertimbangan penting dalam pemberian sub-
sidi. Subsidi merupakan bagian dari upaya
negara untuk meningkatkan kesejahteraan
dan mampu menjadi pengungkit ekonomi.
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